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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1  Kesimpulan 

1. Pelaku kejahatan tindak pidana pencucian uang tidak dengan mudah 

dapat melarikan diri ke negara lain, karena suatu negara kemungkinan 

telah membuat perjanjian ekstradisi terlebih dahulu. Praktek negara-

negara termasuk di Indonesia dalam melakukan penyerahan penjahat 

pelarian tidak semata-mata tergantung pada adanya perjanjian tersebut. 

Hubungan baik dan bersahabat antara dua negara dapat lebih 

memudahkan dan mempercepat penyerahan penjahat pelarian. Dengan 

demikian kesediaan menyerahkan penjahat pelarian bukanlah 

didasarkan pada kesadaran bahwa orang yang bersangkutan patut 

diadili dan dihukum. Salah satu cara yang dapat ditempuh Indonesia 

adalah mengadakan perjanjian internasional baik bilateral maupun 

multilateral dengan negara-negara tempat para penjahat tersebut 

bersembunyi. Indonesia memiliki ketentuan mengenai ekstradisi yang 

telah diatur dalam UU No. 1 tahun 1979. Berbagai unsur, tata cara atau 

prosedur ekstradisi secara umum dapat dilakukan dengan saluran 

diplomatik. kerja sama  sesama penegak hukum  Indonesia dengan 

pihak berkompeten di luar negeri sebagai salah satu solusi yang paling 

memungkinkan. Kerjasama antar Negara melalui keterlibatan Interpol 

dapat memainkan peran penting untuk menangkap  dan memulangkan 

para buronan tersebut. Dengan segala langkah yang luar biasa dan 

semangat kerja sama antarnegara dalam memerangi kejahatan  upaya 
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perburuan pelaku kejahatan yang kabur ke luar negeri meski pelan tapi 

pasti akan membuahkan hasil yang diharapkan dan melihat Pelaku 

Tindak Pidana yang kabur dapat ditangkap dan dipenjara di Indonesia. 

2. Pentingnya perjanjian ekstradisi sudah dirasakan bagi setiap negara di 

dunia ini khususnya Negara Republik Indonesia. Karena hampir  

semua para pelaku tindak pidana pencucian uang yang merupakan 

warganegara Indonesia melarikan diri ke luar negeri apabila 

kejahatannya mulai ketahuan oleh polisi. Pranata hukum ekstradisi ini 

cukup ideal karena dipengaruhi oleh nilai-nilai hak asasi manusia, 

namun pada lain pihak justru menjadi sangat ketat dalam 

pengimplementasiannya, mengingat banyaknya persyaratan yang harus 

dipenuhi oleh para pihak yang terlibat dalam suatu kasus ekstradisi. 

Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, negara-negara justru mencari 

terobosan lain di luar pranata hukum ekstradisi dalam usahanya untuk 

mengadili atau  menghukum seorang pelaku kejahatan yang berada di 

wilayah negara lain, baik yang legal maupun ilegal. Meskipun 

demikian, hal ini tidaklah menggeser kedudukan dan peranan 

ekstradisi sebagai pranata hukum yang sudah mapan. Perjanjian 

ekstradisi itu diharapkan bisa menjaring para pelaku pencucian uang. 

Kembalinya mereka ke Indonesia diharapkan dapat mengembalikan 

aset nasional. Dalam kaitan ini, masalah pencucian uang dan segala hal 

yang bersangkut paut dengan pelarian uang haram tersebut adalah 

masalah internal Indonesia. 



3 
 

 

5.2 Saran 

1. Ketentuan dalam tindak pidana pencucian uang sebaiknya lebih 

disempurnakan agar para pelaku kejahatan tidak dapat lolos dari 

jeratan hukum. Dengan disempurnakannya ketentuan dalam 

undang-undang tersebut dapat mengidentifikasi masuknya dana 

dalam sistem keuangan, pembawaan uang tunai melewati batas 

negara, transfer sistem keuangan, transfer dari sistem keuangan ke 

luar sistem keuangan, pengambilalihan saham atau aset lainnya, 

penggabungan perusahaan, dan pembentukan kelompok usaha. 

2. Sebaiknya pemerintah lebih meningkatkan perjanjian ekstradisi ke 

berbagai negara agar para pelaku kejahatan korupsi yang merupakan 

akar dari tindak pidana pencucian uang tidak dapat kabur lagi. 

Dengan meningkatkan perjanjian ekstradisi selain menjaga stabilitas 

perekonomian negara juga dapat meningkatkan persahabatan negara 

menjadi semakin membaik. 
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